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BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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5.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340Q);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);



12, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomoe 23, Tambaha Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279};

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Noimor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara  Serta
Penyampaiannya;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

23.

24,

25.

26.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor
86);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Sen ()
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 87);

Peratuan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 88);

Peratuan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu {Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 69);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019
Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 70);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019
Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor
83);

34, Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 68);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 76),

36. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 89),

37.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN
2022.



(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan
keuangan, memuat:

Laporan Arus Kas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f.

g.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai

berikut:

a. Pendapatan Rpl.112.241.971.242,55
b. Belanja Rpl1.071.565.463.005,51
Surplus/ (defisit) Rp40.676.508.237,04

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp154.189.478.543,31
- Pengeluaran Rp12.962.500.000,00

Pembiayaan Netto Rp141.226.978.543,31

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagaimana berikut:

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp(52.182.376.650,45) dengan rincian sebagai berikut:

1} Anggaran pendapatan Rp1.164.424.347.893,00
2) Realisasi Rpl.112.241.971.242,55

Selisih lebih/ (kurang)  Rp(52.182.376.650,45)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp225.314.217.312,49 dengan rincian sebagai berikut:
1) Anggaran belanja Rp1.296.879.680.318,00
2) Realisasi Rpl1.071.565.463.005,51

Selisih lebih/ (kurang) Rp225.314.217.312,49

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumliah Rp(173.131.840.662,04) dengan rincian
sebagai berikut:

1) Surplus/defisit Rp(132.455.332.425,00)
2) Realisasi Rp40.676.508.237,04

Selisih lebih/ (kurang) Rp{173.131.840.662,04)
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d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp(8.771.646.118,31) dengan
rincian sebagai berikut:

1} Anggaran penerimaan  Rpl145.417.832.425,00
pembiayaan
2) Realisasi Rp154.189.478.543,31

Selisih lebih/ (kurang) Rp(8.771.646.118,31)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1} Anggaran pengeluaran Rpl12.962.500.000,00
pembiayaan
2} Realisasi Rp12.962.500.000,00

Selisih lebih/ (kurang) Rp0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp{8.771.646.118,31) dengan rincian sebagai
berikut:

1) Anggaran pembiayaan Rpl132.455.332.425,00
netto o
2) Realisasi Rp141.226.978.543,31

Selisih lebih/ (kurang) Rp(8.771.646.118,31)
Pasal 4

Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b
sebagai berikut:

Selisih saldo anggaran lebih awal dengan saldo anggaran
lebih akhir sejumlah Rp181.903.486.780,35 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp154.189.478.543,31
b. Penggunaan SAL sebagai Rp154.189.478.543,31
penerimaan pembiayaan
tahun berjalan
c. Sisa Lebih/ Kurang Rp181.903.486.780,35
Pembiayaan Anggaran
(SILPA/ SiKPA)
d. Koreksi Kesalahan Rp0,00
Pembukuan Tahun
Sebelumnya
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rpl181.903.486.780,35

Pasal 5

Uraian Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ sebagai berikut:

Surplus/defisit-LO sejumiah Rp2.438.256.447,40 dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan LO Rp1.039.148.411.253,40
b. Beban LO Rp1.033.960.754.457,00
c. Surplus/ defisit LO dari Rp5.187.656.796,40

Operasi
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d. Surplus/ defisit LO dari Rp(1.391.820.203,00)
Kegiatan Non Operasional
e. Pendapatan Luar Biasa Rp0,00
f. Beban Luar Biasa Rp1.357.580.146,00
g. Surplus/ defisit LO Rp2.438.256.447,40
Pasal 6

Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

Ekuitas akhir sejumlah Rp3.144.144.131.009,49 dengan
rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas awal Rp3.326.674.125.691,42
b. Surplus/ defisit LO Rp2.445.705.724,50
c. Dampak kumulatif Rp(184.975.700.406,43)
perubahan kebijakan/
kesalahan mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp3.144.144.131.009,49
Pasal 7

Neraca per 31 Desember Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Jumlah asset Rp3.119.195.960.566,99

b. Jumlah kewajiban Rp5.774.095.442,60

¢. Jumiah ekuitas Rp3.144.144.131.009,49
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Rp154.189.478.543,31
Januari 2022

b. Arus kas dari aktivitas Rp198.720.514.506,24
operasi

c. Arus kas dari aktivitas Rp(171.006.506.269,20)
investasi asé€t non-keuangan

d. Arus kas dari aktivitas Rp0,00
pembiayaan

e. Arus kas dari aktivitas non Rp0,00
anggaran

f.  Saldo Akhir Kas di Rp0,00
Bendahara Penerimaan

g. Saldo kas akhir per 31 Rp181.903.486.780,35
Desember 2022

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

1) Lampiran I.1

2) Lampiran 1.2

3) Lampiran 1.3

4) Lampiran 1.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

: Laporan Realisasi Anggaran terdiri

dari:

: Ringkasan  Laporan  Realisasi
Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

: Ringkasan APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

: Rincian APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan,

: Rekapitulasi realisasi belanja

menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan.

: Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih;

: Laporan Operasional,

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang

Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir

dan Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah;

: Daftar Rekapitulasi  Realisasi

Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;
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m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

0. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

1) Lampiran
XX.1

2) Lampiran

Peraturan Bupati
diundangkan.

¢ Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi
Dalam Pekerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,

Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang

Belum Diselesaikan Sampai Akhir
Tahun 2022 dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah.

Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

: lkhtisar laporan keuangan (laporan

laba/rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Sgpembtr 2023
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\¢ YURHAID,
Diundangkan di Kuala Pembuang BT~

pada tanggal 5 SUPLgmber 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 22
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